PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR ! TAHUN 2019
TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam

Mengingat : 1.

Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu
disusun dan dirumuskan suatu kebijakan dalam rangka
pengawasan yang efektif sesuai Program Strategis Daerah;

bahwa untuk meningkatkan dan menjamin mutu pengawasan
atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta kepercayaan masyarakat atas
pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas Intern
Pemerintahan perlu menyusun kebijakan pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2019;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);



